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Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Gun Gun Gunawan, dituntut 

3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon, Rabu sore, 7 Mei 2025. 

Gun Gun dinilai terbukti menerima fee proyek senilai Rp 373 juta. JPU Kejari Cilegon, Achmad 

Firmansyah mengatakan, Gun Gun juga dituntut pidana tambahan1 berupa denda Rp 200 juta. “(Jika 

denda tidak dibayar) subsider empat bulan kurungan,” ujar Achmad di Pengadilan Tipikor Serang. 

Achmad mengatakan, uang yang diterima Gun Gun tersebut terkait suap tersebut diterimanya 

dari proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bronjong di Tempat Pembuangan Sampah 

Akhir (TPSA) Bagendung, Kota Cilegon tahun 2023 sebesar Rp 1,413 miliar. Perbuatan Gun Gun, 

dinilai JPU, telah terbukti memenuhi unsur sebagai mana Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tipikor. “Sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum,” kata Achmad. 

Pemberi suap, Direktur Utama CV Arif Indah Permata, Mochamad Fazli, juga dituntut dengan 

pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Perbuatan Fazli 

dinilai memenuhi unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum,” kata 

Achmad. 

Achmad menjelaskan, kasus suap itu bermula pada tahun 2023, saat DLH Kota Cilegon 

terdapat kegiatan Pembangunan TPT Bronjong di TPSA Bagendung yang dilaksanakan oleh Fazli. 

Sebelum kontrak kerja terjadi, Gun Gun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengondisikan 

CV Arif Indah Permata sebagai penyedia jasa. Awalnya, dalam rencana umum pengadaan dilakukan 

dengan metode lelang umum. Namun, diubah menjadi e-katalog oleh Gun Gun dengan alasan waktu 

pelaksanaan yang pendek. “Terdakwa selaku PPK melakukan perubahan RUP yang semula Lelang 

Umum menjadi e-purchasing (e-katalog),” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Nelson 

Angkat. 

 
1 Bentuk Pidana Tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman 

putusan hakim (Pasal 10 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

https://www.radarbanten.co.id/


Achmad menjelaskan, pada saat itu di Kota Cilegon belum terdapat etalase pekerjaan 

konstruksi melalui e-katalog, dan belum ada ketentuan yang mengatur pekerjaan konstruksi melalui e-

katalog “Bertujuan agar dapat menunjuk CV Arif Indah Permata. Yang mana terdakwa telah melakukan 

pembicaraan dengan Saksi Mochammad Fazli selaku Direktur CV Arif Indah Permata, jauh sebelum 

pengadaan pekerjaan Pembangunan TPT Bronjong,” ungkapnya. 

Untuk mendapatkan pekerjaan itu, Gun Gun selaku PPK telah melakukan pembicaraan dengan 

Mochammad Fazli dan meminta sukses fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, pada saat menawarkan 

pekerjaan. “Apabila tidak menyanggupi berencana akan mencari rekanan lain, yang sanggup 

menyediakan Fee 15 persen,” ujarnya. Achmad mengatakan, adanya permintaan itu disanggupi oleh 

Mochammad Fazli. Ia kemudian menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer dan tunai yang 

diberikan secara bertahap dengan total yang diterima sebesar Rp 373 juta. 

Adapun rinciannya yaitu dengan cara transfer Rp 55 juta secara bertahap ke rekening BCA atas 

nama Gun Gun Gunawan pada Agustus hingga Desember 2023. “Mulai dari Rp 2 juta, Rp 3 juta, Rp 5 

juta, Rp10 juta hingga 20 juta,” ujarnya. Gun Gun juga menerima uang dari Ahmad Iman Firman selaku 

orang suruhan Mochammad Fazli, yang juga diberikan secara bertahap. Sejak Juni hingga September 

2023, dengan nominal Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. “Pada bulan juni 2023, di parkiran ruko Jombang 

Busines Centre samping RS Kurnia Cilegon tepatnya di dalam mobil dinas terdakwa Gun Gun 

Gunawan, saksi Ahmad Iman Firman menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta  secara langsung kepada 

kepada terdakwa,” tuturnya. 

 

Sumber: 
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Catatan: 

➢ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah:   

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud 

menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya;  

2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 

jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan. 

➢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada:  

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pada ayat: 



(1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 

tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2)  Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

2. Pasal 12 huruf b menyebutkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai 

akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya; 

➢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 

yaitu pada: 

1. Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c menyebutkan bahwa (1) Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan 

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan bertindak sewenang-

wenang. 

2. Pasal 18 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 

apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada 

Pasal 5 huruf a, g, k, l, dan m menyebutkan bahwa PNS dilarang: a. menyalahgunakan wewenang; 

g. melakukan pungutan di luar ketentuan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan 

dan/atau pekerjaan; l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; m. melakukan tindakan 

atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

➢ Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah 

terakhir kali dengan Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 



Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika 

sebagai berikut:  

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut 

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;  

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan 

usaha tidak sehat;  

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan 

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam 

Pengadaan Barang/Jasa;  

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;  

g. g menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan  

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima 

hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau 

patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 


